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BAB IV 

Upaya Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Untuk 

Menanggulangi Perbuatan Masyarakat Yang Main Hakim 

Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengakibatkan 

Korban Meninggal Dunia Di Kota Bengkulu 

Perbuatan main hakim sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang 

harus ditanggulangi karena perbuatan main hakim sudah membudaya di 

masyarakat. Masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri  

umumnya menganggap bahwa perbuatan yang mereka lakukan tidak bertentangan 

dengan hukum dan benar karena telah menolong seseorang tang menjadi korban 

tindak pidana, padahal tanpa mereka sadari bahwa dengan mereka melakukan 

perbuatan main hakim sendiri mereka sudah menjadi pelaku tindak pidana. 

Perbuatan main hakim sendiri harus segera ditanggulangi karena 

mengakibatkan korban luka berat, luka ringan, bahkan meninggal dunia. Aparat 

penegak hukum sebagai aparat yang berwenang menegakkan supremasi hukum 

juga harus berperan mencegah tindak pidana, terutama tindak pidana main hakim 

sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia. 

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Aparat Penegak Hukum 

mengenai  persepsi apara penegak hukum mengenai upaya yang dilakukan  aparat 

penegak hukum untuk menanggulangi perbuatan masyarakat yang main hakim 

sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan korban meninggal 

dunia di kota bengkulu. 
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A. Menurut Polisi 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKP. Amsaludin yang 

merupakan Kasat Reskrim di Polres Bengkulu mengatakan bahwa,  

perbuatan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang dilakukan oleh 

lebih dari satu orang. Sehingga untuk menanggulangi perbuatan main hakim 

sendiri agar tidak berkembang di masyarakat harus mengetahui 

penyebabnya terlebih dahulu agar dapat ditanggulangi. 

Menurut AKP. Amsaludin bahwa penyebab terjadinya perbuatan 

main hakim sendiri adalah sebagai berikut : 

1. Spontan 

Masyarakat melakukan perbuatan main hakim secara spontan, 

hal itu disebabkan karena masyarakat yang melihat seseorang mencuri 

dan korban dari pencurian tersebut teriak meminta tolong sehingga 

masyarakat yang melihat dan mendengar kejadian tersebut langsung 

secara spontan melakukan mengejar dan enangkap pelaku dan 

langsung memukuli pelaku karena ditakutkan pelaku akan melarikan 

diri. 

2. Ikut – ikutan 

Alasan yag kedua masyarakat melakukan perbuatan main hakim 

sendiri adalah karena ikut – ikutan, masyarakat melihat kerumunan 

yang main hakim sendiri, sehingga masyarakat yang melihat ikut 

membantu agar pelaku tidak melarikan diri. 
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3. Perbuatan pencurian tersebut telah meresahkan masyarakat 

Masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri tersebut karena 

masyarakat telah resah dengan kasus pencurian.Karena sangat 

merugikan masyarakat. 

Setelah mengetahui penyebabnya, maka menurut AKP. Amsaludin 

cara menanggulanginya adalah dengan melakukan tindakan preventif , 

tindakan peventif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan sebelum 

terjadinya peristiwa pidana dalam hal penanggulangan kejahatan. Tindakan 

preventif yang dilakukan yaitu: 

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya 

hukum untuk dipatuhi 

2. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa kekerasan bukan cara yang 

terbaik  untuk menegakkan hukum, karena kekerasan juga merupakan 

tindak pidana dan seseorang yang melakukan perbuatan main hakim 

sendiri dapat dipidana 

3. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak 

hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya. 

4. Melakukan pendekatan kepada masyarakat bahwa Aparat kepolisian 

dapat diajak bekerjasama. 

AKP Amsaludin menjelaskan bahwa, upaya preventif yang dilakukan 

juga melibatkan Pepolisian Pemasyarakatn ( POLMAS ), Polmas adalah 

penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari pada pemahaman bahwa 

untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh 

Polri sepihak sebagai subyek dan masyarakat sebagai obyek, melainkan 
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harus dilakukan bersama oleh polisi dan melalui kemitraan polisi dan warga 

masyarakat , sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang 

dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan 

solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara 

keamanan serta ketertiban di lingkungannya. 

Lanjut AKP. Amsaludin selain melakukan tindakan pencegahan 

sebagai upaya penanggulangan perbuatan main hakim sendiri dilakukan 

juga upaya represif yaitu upaya yang dilakukan dengan pemberian sanksi 

terhadap pelaku tindak pidana, agar masyarakat mengetahui bahwa setiap 

tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan akan mendapat 

sanksi. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan semakin mengerti 

tentang pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku dan menimbulkan 

efek jera bagi setiap pelanggar hukum. Upaya represif ini dapat dilakukan 

jika pelaku sudah diketahui. Penyidik dapat mengetahui siapa yang menjadi 

pelaku tindak pidana yaitu dengan melalui proses penyelidikan dan 

penyidikan. Dalam tindak pidana perbuatan main hakim sendiri, penyidik 

kepolisan mengalami  kendala menemukan tersangka dikarenakan 

kurangnya alat bukti dan pelaku tindak pidana perbuatan main hakim sendiri 

sangat banyak sehingga  

Menurut BRIPKA M. TrisaldiSiregar bahwa cara yang dilakukan 

untuk menanggulangi tindak pidana perbuatan main hakim sendiri yaitu 

dengan  memberikan kesadaran hukum sedari dini, yang dapat dilakukan 

dengan cara : 
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1. Melalui pendidikan formal 

a. Melakukan sosialisasi di sekolah–sekolah mulai dari pendidikan 

menengah sampai perguruan tinggi mengenai akibat hukum 

melakukan tindak pidana kekerasan 

b. Bekerjasama dengan kepala sekolah dan guru dalam membentuk 

karakter siswa yang sadar hukum melalui Pendidikan 

Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan 

Konseling 

2. Melalui pendidikan informal 

Peranan keluarga sangat penting dalam menanggulangi tindak 

pidana perbuatan main hakim sendiri, yaitu orang tua memberikan 

pendidikan dan nasehat mengenai perbuatan yang tercela dan 

melawan hukum. 

Berdasarakan hasil wawancara penulis dengan Bripka Dwi Wardoyo 

yang menjadi hambatan kepolisian dalam proses penyidikan dan 

penyelidiakan dalam perbuatan main hakim sendiri yaitu: 

1. Kurangnya alat bukti 

Alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 Ayat 1 kuhap  yaitu: 

a. Keterangan saksi 

b. Keterangan ahli 

c. Surat 

d. Petunjuk 

e. Keterangan terdakwa 
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Lanjut BRIPKA Dwi Wardoyo masyarakat  yang ada dilokasi 

tersebut tidak mau menjadi saksi atas perbuatan main hakim sendiri ini oleh  

karena itu polisi susah untuk menentukan siapa pelaku yang ingin dijadikan 

tersangka pada kasus main hakim sendiri ini. 

BRIPKA Dwi Wrdoyo menjelaskan bahwa dalam melakukan upaya 

pencegahan preventif POLMAS sangat berperan dalam upaya 

penanggulangan perbuatan main hakim sendiri, tujuan dibentuknya Polmas 

adalah agar mewujudkan kemitraan polri dengan warga masyarakat yang 

mampu mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisa, menetapkan 

prioritas tindakan, mengevaluasi efektifitas tindakandalam rangka 

memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta 

peningkatan kualitas hidup masyarakat, sehingga dalam kaitannya dengan 

perbuatan main hakim sendiri dapat diketahui apa yang menjadi penyebab 

masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri. 

BRIGPOL M. Trisaldi Siregar menyatakan bahwa setelah pihak 

kepolisian datang dan melakukan olah tempat kejadian perkara ( TKP ) 

tidak ada ditemukan satupun petunjuk untuk dijadikan barang bukti pelaku 

dalam melakukan perbuatan main hakim sendiri ini.Polisi yang berada di 

TKP tidak mendapatkan alat bukti untuk menjadikan petunjuk siapa saja 

yang terlibat dalam tindakan main hakim sendiri tersebut oleh karena itu 

didalam Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 

seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 

sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 

dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan”. 
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BRIPKA Edi Wijaya mengemukakan pendapat senada bahwa pada 

saat polisi melakukan olah TKP dan memeriksa saksi–saksi yang berada di 

dekat lokasi kejadian. Polisi menanyakan bagaimana terjadinya perbuatan 

main hakim sendiri dan menanyakan siapa yang ikut serta melakukan 

perbuatan main hakim sendiri, namun saksi menjawab bahwa banyak yang 

ikut serta dalam peristiwa tersebut dan karena banyak sehingga tidak 

mengetahui siapa saja yang terlibat. 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 

mewawancarai BRIPKA. Edi Wijayadalam melakukan pencegahan dan 

sosialisasi kepada masyarakat pihak kepolisian mengalami kendala yaitu : 

1. Masyarakat kurang minat melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh 

pihak kepolisian, padahal polisi sudah menyiapkan perlengkapan 

dengan baik. 

2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berubah 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 

BRIGPOL. Sugiarto mengenai lembaga Kepolisian sebagai salah satu 

aparat penegak hukum berupaya melakukan pencegahan dan 

penanggulangan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan main 

hakim sendiri, yaitu dengan cara : 

1. Sosialisasi hukum 

Kepolisian mengadakan sosialisasi hukum tentang perbuatan 

main hakim sendiri dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa 

perbuatan main hakim sendiri tersebut tidak baik dan melanggar 



71 
 

hukum.Seharusnya meskipun masyarakat yang menangkap pelaku 

pencurian tersebut segera melaporkan kepada pihak kepolisian dan 

tidak melakukan kekerasan kepada pelaku karena pelaku memiliki 

Hak Asasi Manusia. 

2. Bekerjasama dengan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Perlindungan 

Masyarakat ( Kesbangpol Linmas ) untuk menanggulangi perbuatan 

main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat.Kerjasama yang 

dilakukan Kepolisian diatur dalam Pasal 42 Ayat (1) dan (2) Undang – 

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Negara Republik 

Indonesia, bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Kesbangpol Linmas 

berupa penyuluhan mengenai tindakan main hakim sendiri merupakan 

salah satu pelanggaran hukum,karena Kesbangpol Linmas Bengkulu 

merupakan salah satu badan yang dibentuk oleh pemerintah daerah 

Bengkulu yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesatuan 

bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat.  

B. Jaksa 

Berdasarkan hasil wawancara penulis denganJaksa Azizah di 

Kejaksaan Negeri Bengkulu, menyebutkan bahwa cara menanggulangi  

tindak pidana main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat Kota 

Bengkulu yaitu dengan cara : 

a. Pemerintah harus mampu menindak tegas para pelaku tindak 

kekerasan massa demi tegaknya negara hukum dan tatanan sosial 

kemasyarakatan yang arif dan bijak 



72 
 

b. Pemerintah harus bertindak cepat, tepat, tegas dan komprehensif untuk 

dapat membuat rasa aman dan nyaman hidup berdampingan bagi 

warganya, baik kebijakan regulasi maupun implementasi, karena 

pemerintah mempunyai kewenangan mengatur dan melindungi warga 

bangsa tanpa terkecuali. 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 

mewawancarai Jaksa Rini mengatakan bahwa upaya penanggulangan yang 

harus dilakukan agar perbuatan main hakim sendiri tersebut dapat diatasai 

harus memperhatikan beberapa hal yaitu : 

a. Harus mengetahui faktor utama maksud atau tujuan dari setiap 

kelompok yang terlibat konflik 

b. karakteristik setiap kelompok, seperti struktur organisasi sosial, kultur 

dan tradisi, idiologi atau keyakinan, maupun karakteristik lainnya;  

c. hubungan yang terjadi antara kelompok yang tengah bertikai tersebut, 

seperti jalinan integrasi yang terjadi antar mereka, persepsi masing-

masing pihak, terhadap lawannya dan lainnya; 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 

mewawancarai Jaksa Rahmat Karmanto mengenai penanggulangan 

perbuatan main hakim sendiri yaitu dengan caraPengendalian sosial adalah 

merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta 

mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap 

sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial 
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yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang 

berperilaku menyimpang atau membangkang. 

C. Hakim 

Menurut Syamsul selaku hakim di Pengadilan Negeri Bengkulucara 

menanggulangi perbuatan main hakim sendiri agar tidak berkembangan di 

masyarakat yaitu dengan cara mencegahnya. Pencegahan tersebut dapat 

dilakukan dengan bekerjasama dengan Kepala daerah dan Kepala adatuntuk 

memberikan himbauan kepada masyarakat agar mempercayakan persoalan 

yang muncul agar diserahkan kepada aparat penegak hukum.Kemudian 

kepada aparat penegak hukum untuk berperilaku baik dan memberikan 

contoh yang baik kepada msayarakat. 

Menurut  Rendra  selaku hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu cara 

menanggulangi masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri 

yaitu dengan mengetahui penyebabnya terlebih dahulu, kalau misalnya 

alasan masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri karena kurang 

rasa percaya masyaraakat terhadap aparat peenegak hukum yaitu dengan 

menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap aparat penegak hukum, 

aparat penegak hukumpun harus menunjukan kepada masyarakat bahwa 

selain menjadi aparat penegak hukum juga menjadi tauladan didalam 

masyarakat. 

Rendra berpendapat selain itu upaya yang dilakukan yaitu melakukan 

upaya pidana, aparat penegak hukum dalam hal ini Lembaga kepolisian 

apabalia mendapat laporan dari masyarakat seharusnya segera menindak 

lanjuti kasus tersebut. 
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Menurut Hakim Wachid yang penulis wawancarai di Pengadilan 

Negeri Bengkulu menjelaskan bahwa upaya penanggulangan yang 

dilakukan antara lain : 

a. Pererat komunikasi antara penegak hukum dengan masyarakat. Beri 

kesadaran akan pentingnya penegak hukum bagi keamanan 

masyarakat. Intensitas komunikasi antara penegak hukum dengan 

masyarakat akan meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat 

terhadap penegak hukum di negeri ini.  

b. Penegakan hukum yang tegas dan transparan. Penegakan hukum yang 

jelas atau sesuai dengan standar hukum yang berlaku akan 

memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang 

diberikan para penegak hukum 

D. Advokat 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 

mewawancarai Advokat Tantawi mengenai upaya penanggulangan dan 

pencegahan perbuatan main hakim sendiri adalah sebagai berikut : 

a. Dalam rangka upaya represif aparat hukum memang diharapkan untuk 

lebih bertindak tegas terhadap segala pelanggaran hukum oleh warga, 

termasuk pelanggaran oleh aparat sendiri. Pelaku main hakim sendiri 

harus segera di tindak tegas guna mencegah terjadinya kejahatan 

penganiayaan. Pemerintah juga perlu mengambil tindakan tegas 

kepada kelompok-kelompok tertentu yang kerap melakukan tindakan 

main hakim sendiri.  
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b. Upaya Preventif, yaitu dalam hal ini Agama dan pendidikan berperan 

sangat penting. Agama mengajarkan tentang larangan melakukan 

perbuatan tercela karena akan menimbulkan dosa, dalam hal 

perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal 

dunia merupakan dosa yang besar karena telah melakukan 

pembunuhan. Kemudian pendidikan, pendidikan dilakukan baik dalam 

pendidikan formal maupun informal yaitu dengan cara mendidik 

karakter  agar berkelakukan baik dan taat hukum 

Tantawi berpendapat hendaknya masyarakat menyadari bahwa 

perbuatanmain hakim sendiri, sesungguhnya adalah merupakan tindakan 

kejahatan, sehingga diharapkan masyarakat agar sadar dan tidak segan-

segan untuk melaporkan tindakan kejahatan main hakim sendiri kepada 

Petugas Kepolisian, jika terjadi kasus tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 

mewawancarai Advokat Tito tentang upaya penanggulangan perbuatan 

main hakim sendiri dapat dilakukan dengan cara : 

1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak berbuat main 

hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan. 

2. Memberikan sosialisasi bahwa perbuatan main hakim sendiri 

termasuk perbuatan yang melanggar hukum.  

3. Mempererat lagi komunikasi antara masyarakat dengan aparat 

penegak hukum 
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Berdasarkan hasil wawancara penulis denganSapuan Dani mengenai 

uapaya pencegahan perbuatan main hakim sendiri yautu dengan cara : 

1. Hukum danperaturan perundang-undangan harus dirumuskan dengan 

baik dan jelas mengenai perbuatan main hakim sendiri 

2. Sanksi yang diancamkan di dalam perundang-undangan haruslah 

sebanding dengan sifat perundang-undangan yang dilanggar; 

3. Para pelaksana hukum harus menafsirkan peraturan perundang-

undangan sesuai dengan tafsir yang dilakukan oleh aparat pelaksana 

hukum. 

Melalui tindakan-tindakan ini dan menentukan akar permasalahan 

timbulnya tindakan main hakim sendiri, diharapkan tindak kekerasan oleh 

massa dapat dihentikan. 

Persepsi aparat penegak hukum mengenai upaya yang dilakukan 

aparat penegak hukum untuk menanggulangi perbuatan masyarakat yang 

main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan 

korban meninggal dunia di kota Bengkulu penulis simpulkan secara 

keseluruhan adalah dengan cara : 

a. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat umum 

mengenai akibat melakukan perbuatan main hakim sendiri 

b. Memberikan pendidikan sejak tinggak sekolah maupun perguruan 

tinggi mengenai berperilaku yang baik sebagai warga negara yang taat 

hukum dan menghargai hak asasi manusia 

c. Upaya pencegahan setelah terjadinya peristiwa tersebut, yaitu dengan 

memberikan sanksi terhadap pelaku masyarakat yang melakukan 
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perbuatan main hakim sendiri, yaitu dapat berupa sanksi pidana dan 

memberikan santunan terhadap keluarga yang ditinggalkan oleh 

korban. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan aparat penegak hukum 

mengenai upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk 

menanggulangi perbuatan masyarakat yang main hakim sendiri terhadap 

pelaku tindak pidana yang mengakibatkan korban meninggal dunia di kota 

Bengkulu penulis menganalisis bahwa aparat penegak cenderung 

menanggulangi perbuatan masyarakat yang melakukan perbuatan main 

hakim sendiri diawali dengan menggunakan pendekatan preventif, yaitu 

upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi 

perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat melalui 

pencegahan. Pencegahan yang dilakukan aparat penegak hukum dilakukan 

sebelum terjadinya peristiwa pidana. Setelah terjadi peristiwa pidana maka 

upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu 

menggunakan pendekatan represif, pendekatan represif yaitu dengan 

memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri. tanpa 

memperhatikan terlebih dahulu aspek budaya dan psikologi masyarakat 

setempat. Tindakan represif tersebut bahkan menjadi sumber pemicu 

kekerasan) berbagai peristiwa perbuatan main hakim sendiri sebagai reaksi 

masyarakat mengenai penegakan hukum di Indonesia.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data – data  yang diperoleh  dan dianalisis dapat disimpulkan : 

1. Persepsi aparat penegak hukum mengenai pertanggungjawaban 

masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri yang 

mengakibatkan orang lain meninggal dunia sendiri harus diproses dan 

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. 

2. Upaya yang dilakukan  aparat penegak hukum untuk menanggulangi 

perbuatan masyarakat yang main hakim sendiri terhadap pelaku tindak 

pidana yang mengakibatkan pelaku  meninggal dunia di Kota 

Bengkulu terhadap perbuatan main hakim sendiri secara keseluruhan 

adalah dengan cara preventif yaitu upaya pencegahan sebelum terjadi 

tindak pidana dan upaya represif yaitu penjatuhan sanksi pidana 

setelah terjadi tindak pidana, upaya represif ini baru dapat 

dilaksanakan jika telah ditemukan pelaku tindak pidana. 

B. Saran 

1. Sebagai generasi muda sebaiknya kita bisa memberikan pengertian 

yang baik bagi masyarakat bahwa suatu permasalahan tidaklah harus 

diselesaikan dengan kekerasan atau main hakim sendiri. 

2. Kepada aparat penegak hukum untuk lebih bertindak tegas pada 

masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri sehingga 

masyarakat takut untuk melakukannya lagi. 
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